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Abstract
credence to the taxpayer to calculate and report the tax itself and in the event of a difference to the amount of 
tax payments, the taxpayer may bring a legal action through the Administrative Law Settlement Mechanism 
and through the Tax Court. The purpose of this research is the completion of Administrative Law and through 
the Tax Court must be able to satisfy a sense of fairness and balance to the state and taxpayers.
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Abstrak
Pengadilan Pajak harus dapat memenuhi rasa keadilan dan keseimbangan bagi Negara maupun Wajib Pajak. 
Kata Kunci : Pengadilan Pajak, Keseimbangan, Keadilan.
A. Pendahuluan
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan 
karena pajak digunakan sebagai sarana untuk 
kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan 
dengan instrumen pengawasan, untuk keperluan 
itu fiskus diberi kewenangan untuk melakukan 
pemeriksaan pajak.Apabila hasil pemeriksaan 
berwenang mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak 
praktek seringkali terjadi perbedaan perhitungan 
negara hukum, dalam hal terjadi suatu sengketa 
pajak,wajib pajak berhak mendapat perlindungan 
antara lain keberatan,banding, gugatan.
Sesuai dengan karakteristik pajak sebagai 
negara bukan pajak adalah pengajuan keberatan. 
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undang - undang dan ketika mengajukan wajib pajak 
meminta bukti penerimaan dari instansi pemerintah 
tempat memasukkan keberatan. Konsekuensi dalam 
pengajuan keberatan wajib wajak tetap berkewajiban 
melakukan penelitian dan pemeriksaan surat 
Pemeriksaan surat keberatan dimaksud bahwa surat 
menurut undang-undang. Diktum dari penetapan 
keberatan setelah dijukan dan diperiksa oleh instansi 
atau dikabulkan. Dalam hal wajib pajak mengajukan 
keberatan atas SKP, tetapi keberatan wajib pajak 
ditolak atau dikabulkan sebagian wajib pajak dikenai 
darijumlah pajak berdasar keputusan keberatan 
wajib pajak mengajukan banding,apabila banding 
ditolak atau dikabulkan sebagian wajib pajak dikenai 
banding dimaksudkan agar lembaga keberatan dan 
banding tidak dijadikan sebagai alasan penundaan 
sangat memberatkan, wajib pajak diberikan suatu 
akses untuk mencari keadilan tetapi disisi lain ada 
pajak untuk mencari keadilan.
pajak, spesifikasi lain terlihat dari mekanisme 
dalam model kedua wajib pajak diberi kesempatan 
B. Terjadinya Sengketa Pajak
dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam 
segala aspek kehidupan bangsa.Pembangunan 
kemampuan dan kemandirian sendiri. Untuk itu 
peranan penerimaan dalam negeri sangat penting 
dalam mendukung dan mensukseskan pembangunan 
nasional. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri 
Sejak sektor migas tidak dapat dijadikan 
andalan utama dalam penerimaan negara dan beralih 
pada sektor pajak, hal ini disikapi pemerintah 
dari pajak, antara lain dengan cara membuat 
nasional adalah perubahan sistem pemungutan pajak 
ke sistem self 
assessment. Berdasarkan sistem self assessment 
diwajibkan untuk mendaftarkan diri pada kantor 
meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak 
Utang pajak menurut sistem self assessment timbul 
dari pejabat pajak.
kepada wajib pajak dalam sistem self assessment 
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gunakan wajib pajak. Untuk keperluani fiskus 
diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan 
atau pengawasan. Apabila hasil pemeriksaan 
(SKPN).
Dalam praktek seringkali terjadi wajib pajak 
dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak 
dapat diajukan banding atau gugatan ke Pengadilan 
Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan 
perpajakan.Dalam hal terjadi suatu sengketa 
pajak, dalam kerangka negara hukum wajib pajak 
dengan karakteristik pajak sebagai sumber utama 
ketentuan baik dilihat dari prosedur,mekanisme 
C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak 
Apabila Dikaitkan Dengan Prinsip Equality 
Dan Equity 
Sesuai dengan sifat pajak sebagai sumber utama 
ketentuan. Spesifikasi ini juga terlihat dalam 
banding dan gugatan tidakmenunda kewajiban 
pajak. Undang-undang tidak memberi penjelasan 
dilihat dari kepentingan wajib pajak, penafsiran 
tersebut dianggap kurang memberi rasa keadilan 
disengketakan. Hal ini juga tidak konsisten dengan 
asas self assessment
sangat memberatkan wajib pajak dan tidak sesuai 
Penafsiran ketentuan dalam pengajaun 
pajak dan pelaksanaan penagihan utang pajak 
dengan keharusan melunasi utang pajak sejumlah 
dalam SKP. Hal demikian berbeda dalam pengajuan 
keberatan.Dalam pengajuan keberatan memang 
dilunasi fiskus berwenang melakukan tindakan 
penagihan, maka secara tidak langsung keharusan 
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lain bahwa ketika wajib pajak kalah dalam keberatan 
wajib pajak diputus kalah maka wajib pajak dikenai 
ada ketidakseimbangan aturan antara wajib pajak 
dalam keberatan dan banding lebih dirasa sebagai 
memberi perlindungan hukum terhadap wajib pajak 
dalam peraturan perundang-undangan pajak,maka 
dalam praktek digunakanlah dasar-dasar gugatan 
pajak tentulah berbeda dengan gugatan dalam 
berkaitan juga dengan nominal tertentu berkaitan 
administratif. Sebagaimana di uraikan di atas salah 
memang dimungkinkan menurut hukum positif kita, 
termasuk sengketa administrasi dalam hukum pajak. 
dimaksudkan untuk memudahkan pencari keadilan 
memperoleh keadilan dan memperoleh perlindungan 
hukum,baik bagi administrasi sendiri maupun bagi 
pajak. Salah satu dasar pertimbangan semula, 
lembaga keberatan adalah untuk mempercepat 
memberi kepastian hukum bagi kedua pihak baik 
lembaga keberatansangat beralasan, manakala 
dikaitkan dengan asas, tidak seorangpun dapat 
berikut
menggunakan bahasa Indonesia.
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surat ketetapan atau tagihan.
meneribitkan surat ketetapan atau surat tagihan 
termaksud.
tanggal diterima penetapan itu.( Muhammad 
 Sedangkan banding administratif adalah 
mengeluarkan keputusan tetapi masih dalam lingkup 
pemerintah (eksekutif). 
masih belum puas dengan putusan tersebut maka 
wajib pajak tidak puas atas putusan keberatan 
pajak adalah banding ke Pengadilan Pajak.
Pajak. Apabila kita kaitkan dengan sistem 
melalui Pengadilan Pajak memang masih belum 
kita kaitkan dengan peradilan secara umum juga 
tidak sesuai, dimana dalam pengadilan secara 
berkedudukan di setiap Kabupaten dan Pengadilan 
Sedangkan dalam Pengadilan Pajak, Pengadilan 
perlindungan hukum terhadap wajib pajak karena 
keadilan pada lembaga ini, disamping itu juga dapat 
hukum sampai ke Pengadilan mengingat faktor 
pajak dimaksudkan untuk mengoptimalkan 
penerimaan negara dari sektor pajak, tetapi apabila 
dilihat dari kepentingan wajib pajak ketentuan 
tersebut kurang memberi keadilan bagi wajib pajak.
baik, maka perlu didukung dengan undang-undang 
memenuhi rasa keadilan. ( Hussein Kartasasmita 
adalah dengan menjamin keseimbangan hak 
dan kewajiban antara fiskus dan wajib pajak. 
dipenuhi wajib pajak, memungut pajak adalah 
Dalam rangka memberi perlindungan hukum 
memasukkan pajak ke kas negara tetapi juga harus 
memberi kemudahan pada wajib pajak untuk 
sengketa pajak.
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D . Penutup
keberatan,banding dan gugatan tidak menunda 
penagihan pajak sehingga ketentuan ini di tafsirkan 
ini masih kurang memberi perlindungan hukum 
terhadap wajib pajak dan kurang mencerminkan 
mengatur mengenai prosedur dan mekanisme 
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